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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menyusun pedoman pengukuran keberhasilan rencana aksi (action plan) keselamatan khususnya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kajian ini selalu menjadi kajian cukup menarik dari segi ekonomi dan kemanusiaan. Beberapa permasalahan yang terkait dengan keselamatan khususnya Lalu Lintas yaitu banyaknya korban jiwa, yang melibatkan pejalan kaki, pengguna sepeda motor, bus dan truk. Kepolisian Negara Republik Indonesia menginformasikan bahwa selama 2019, jumlah kecelakaan Lalu Lintas (lakalantas) yang terjadi pada 2019 meningkat dibandingkan 2018. Jumlah lakalantas meningkat tiga persen, tetapi jumlah korban meninggal dunia menurun enam persen dibandingkan tahun 2018. Pengaturan manajemen Lalu Lintas diperlukan untuk memperbaiki kondisi Lalu Lintas yang ada saat ini, sehingga diperlukan pedoman pengukuran keberhasilan rencana aksi keselamatan Lalu Lintas. Metode penelitian dengan deskripsi kualitatif yang lebih menekankan pada data sekunder yang sudah ada secara langsung dari instansi terkait. Hasil temuan dapat dilakukan perumusan aksi keselamatan jalan dan angkutan hasil pendataan yang bersumber dari Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI. Disimpulkan bahwa beberapa program kegiatan setiap tahun antar instansi diharapkan tetap dilanjutkan seperti kegiatan Lomba Abdi Yasa Teladan.

Kata Kunci :    lima pilar keselamatan; keselamatan Lalu Lintas;  manajemen Lalu Lintas;    pedoman pengukuran keberhasilan; perumusan aksi keselamatan

A. Pendahuluan
        The World Health Organization (WHO) bersama-sama dengan World Bank menerbitkan The World Report on Road traffic Injury Prevention pada hari Kesehatan Dunia tahun 2004. Dalam rangka meningkatkan keselamatan secara global. Dalam laporan dimaksud mengisyaratkan terdapat peningkatan kepedulian akan turunnya tingkat kesehatan yang ditengarai oleh meningkatnya korban kecelakaan sebagai konsekuensi logis dari peningkatan motorisasi dan perlunya melakukan pengukuran upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan keselamatan yang pada gilirannya akan menurunkan biaya sosial dan ekonomi (Bliss & Breen, 2009). Dengan meningkatnya urbanisasi bersama dengan mobilitas global yang menuntut tidak hanya transportasi yang aman tetapi merata, efisien dan bersih,  respons terhadap penanganan cedera Lalu Lintas jalan yang berkembang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menjadi semakin kompleks (Stevenson et al., 2019). Setiap tahun di dunia ini lebih dari satu juta orang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas dan 50 juta lainnya mengalami cedera (ERSO, 2006). Negara-negara berkembang masih memiliki kesempatan untuk menerapkan kebijakan untuk membentuk sistem transportasi mereka yang berkembang menjadi lebih aman (Esmael, Sasaki, & Nishii, 2013). 
        Beberapa permasalahan penanganan program rencana aksi keselamatan secara nasional yang telah di rangkum sebelumnya dalam laporan hasil penelitian yang disiapkan oleh VicRoads bekerja sama dengan Whiting Moyne, yang terlibat di bawah Indonesia Infrastucture Initiative (IndII), sebuah proyek yang didanai Pemerintah Australia yang dirancang untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan relevansi, kualitas, dan jumlah investasi infrastruktur (Howard, 2015) yaitu: (1) Tidak adanya pendanaan; (2) Masih terbatasnya kapasitas manajemen keselamatan jalan. Terbatasnya koordinasi pada level pimpinan; (3) Terbatasnya ketegasan di tingkat Nasional karena kesenjangan teknis dan manajemen; (4) Belum meratanya kesadaran keselamatan jalan dan masih adanya kekurangan teknis dan manajemen; (5) Manajemen Proyek; (6) Pengaturan program kerjasama; (7) Kajian RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan), Inpres Nomor 4 tahun 2013 (Kesenjangan Strategis di RUNK); dan (8) Risiko IRSMS (Integrated Road Safety Management System) tidak disebarluaskan informasinya ke seluruh jajaran Polres dan berdampak panduan aksi keselamatan jalan yang kurang dijalankan.
         Menetapkan target kinerja keselamatan yang didukung oleh rencana aksi secara khusus yang diperlukan untuk mencapainya ditetapkan dengan baik sudah dilaksanakan dengan baik dikalangan internasional (Bliss & Breen, 2008). Batas-batas kinerja keselamatan jalan suatu negara dibatasi oleh kapasitas kelembagaannya untuk mengimplementasikan intervensi yang efisien dan efektif, dan hasil-hasil berikutnya mungkin kurang dari apa yang secara teknis layak dengan serangkaian intervensi keselamatan jalan tertentu (Bliss & Breen, 2008; OECD, 2008). 
         Penelitian Pérez, et al., (2011) menjelaskan bahwa kecepatan mengemudi adalah merupakan faktor risiko tabrakan di jalan, kecepatan yang lebih tinggi akan meningkatkan probabilitas bahwa kecelakaan akan terjadi, intervensi yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan melalui langkah-langkah teknis dan penegakan hukum telah direkomendasikan dan diimplementasikan secara luas. Di Brunei Darussalam, Zahran et al., (2019) memvalidasi empat metode analisis hotspot kecelakaan berbeda untuk mengidentifikasi dan memberi peringkat hotspot Road Traffic Accident (RTA) menggunakan data historis RTA. Metode ini telah dikembangkan oleh Zahran et al. (2019) untuk menyelidiki dampak keselamatan penerangan jalan alternatif di Brunei Darussalam. Untuk mengidentifikasi siang hari dan malam hari hotspot RTA sebelum dan sesudah penerapan penerangan jalan alternatif di sepanjang Jalan Tutong pada Oktober 2016 (E. M. M. Zahran et al., 2019).
        Posisi cukup penting untuk mengendalikan tingkat keselamatan masyarakat di jalan raya. Keselamatan jalan di Indonesia memerlukan pengelolaan manajemen yang baik dengan berkoordinasi dengan pengambilan keputusan (Howard, 2015). Berdasarkan Aksi Global PBB 2011-2020, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kematian Lalu Lintas hingga 50 persen pada akhir tahun 2020. Peran Korps Kepolisian Lalu Lintas Nasional Indonesia disebutkan dalam perundangan terkait transportasi jalan raya dan mencakup tanggung jawab untuk; (1) pengamanan jalan, manajemen Lalu Lintas dan penegakan Lalu Lintas; (2) investigasi kecelakaan; (3) pelaporan dan analisis kecelakaan; (4) lisensi pengemudi; (5) Pendaftaran kendaraan; dan (7) pendidikan Lalu Lintas. POLRI mempunyai peran utama dalam mengkoordinasi dan menciptakan pengguna jalan yang berkeselamatan. 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan untuk dapat, mendukung ketertiban Lalu Lintas (UU RI, 2009b). Beberapa dasar hukum mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti; mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP RI, 2017). Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. 
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (PP RI, 2017). Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementeian/ lembaga (RAK LLAJ Kementerian/lembaga) adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kementerian/lembaga untuk periode lima tahun.
        Masalah yang sangat penting, paling sering diabaikan setelah diperkenalkannya aksi keselamatan lalu litntas adalah pemantauan kinerja (Supreme, 2007). Surrogate Safety Measure (SSM) merupakan pengukuran Lalu Lintas yang terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas baik secara logis maupun statistic (Ambros, 2012). Saat ini SSM telah banyak digunakan sebagai jawaban atas keterbatasan data kecelakaan Lalu Lintas dalam penggunaannya sebagai indikator keselamatan jalan. Integrated Road Safety Management System (IRSMS) merupakan aplikasi pencatatan data kecelakaan yang dikembangkan oleh Polri harus dijadikan basis pengambilan keputusan dan aktifitas kampanye keselamatan di jalan raya (Yahya, et al., 2013; Karnavian, 2018). IRSMS akan membantu pengambil keputusan untuk mengembangkan strategi berbasis bukti untuk mengurangi korban dan meningkatkan keselamatan jalan di Indonesia.
        Konflik Lalu Lintas adalah peristiwa yang diamati ketika dua atau lebih pengguna jalan mendekati satu sama lain pada jarak dan waktu yang memungkinkan tabrakan jika gerakan tidak berubah (Laureshyn & Várhelyi, 2018). Kecelakaan Lalu Lintas semakin meningkat dan masih menjadi masalah utama transportasi jalan di Indonesia (Sugiyanto & Fadli, 2017; Wulandari & Salbiah, 2017; Maharani, 2018; Saidah, Sari, & Darunanto, 2018). Magfirona, Hidayati, & Sunarjono, (2018), menjelaskan bahwa manajemen keselamatan Lalu Lintas khususnya di jalan tol tidak boleh dilakukan setelah kecelakaan berulang tetapi harus dimulai dari tahap konstruksi awal. 
           Hasil temuan (Jati, 2010; Shuey, 2019) mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan penegakan hukum Lalu Lintas dan menggambarkan pengembangan profesional untuk melatih program-program pelatihan. Implementasi dari program keselamatan transportasi jalan telah menjadi masalah yang rumit untuk itu tidak hanya terkait dengan tantangan teknis tetapi juga kelembagaan, anggaran, pemerintah dan dukungan masyarakat yang terkait erat satu sama lain (Jati, 2010). Keselamatan jalan berdasarkan penelitian di Indonesia memerlukan pengelolaan manajemen yang baik dari sisi koordinasi dan pengambilan keputusan dengan lebih mengutamakan perbaikan keselamatan jalan  (Howard, 2014). Menurut Rosolino et al., (2014) perilaku berkendara sangat berpengaruh terhadap keselamatan berLalu Lintas. Beberapa komponen perilaku mengemudikan kendaraan akan dapat berpengaruh pada keselamatan di jalan raya yaitu kecepatan, kelelahan fisik, manuver mendahului, konsumsi alkohol saat berkendara, berkendara di malam hari, usia, jenis kelamin, penggunaan sabuk keselamatan dan helm, faktor ekonomi serta sosial. 
          Pada penelitian Zhu, Lu, & Wang, (2010) pada persimpangan jalan juga perlu dievauasi kondisi keselamatan persimpangan jalan secara wajar,: satu adalah evaluasi langsung yang didasarkan pada statistik kecelakaan Lalu Lintas, yang lain adalah evaluasi tidak langsung yang didasarkan pada teknik konflik Lalu Lintas. Sebagai contoh lain, Australia memiliki catatan prestasi keselamatan jalan yang kuat dan memberi contoh dengan langkah-langkah utama seperti sabuk pengaman wajib, memakai, pengujian napas acak, program kamera cepat, dan, juga  pengujian narkoba di pinggir jalan (Council, 2011). 
        Keselamatan Lalu Lintas umumnya dipromosikan melalui pendekatan tiga cabang standar menggunakan teknik, penegakan hukum, dan pendidikan (Anderson, 2011). Keselamatan di jalan raya sangat terkait dengan kecelakaan Lalu Lintas (Road and Transport Authority, 2006). Kecelakaan menurut Elvik, et al., (2009) juga sangat dipengaruhi oleh faktor risiko yang berkaitan dengan unsur-unsur Lalu Lintas seperti: infrastruktur, perangkat kontrol Lalu Lintas, kendaraan dan faktor pengguna jalan. Keselamatan jalan adalah bagian dari agenda kesehatan masyarakat dan agenda pembangunan kota (Wegman, 2017).
        Negara-negara dengan pendekatan keselamatan jalan yang matang dan berambisi untuk membuat kemajuan lebih lanjut diharapkan untuk bergerak ke arah pendekatan proaktif melalui, a Safe System approach. Manajemen keselamatan menurut OECD, (2002) sebagai “proses sistematis yang bertujuan mengurangi jumlah dan tingkat keparahan kecelakaan terkait jalan. OECD juga  mengidentifikasi lima langkah utama prosedur perencanaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program keselamatan jalan.
        Pengukuran keselamatan jalan, menurut van Wee, Annema, & Banister, (2013) dilakukan dengan langkah-langkah paling umum yaitu melalui kecelakaan di jalan, jumlah korban di jalan, dan konsekuensi negatif yang terkait. Keselamatan diproduksi sama seperti barang dan jasa lainnya dan proses produksi dipandang sebagai sistem manajemen dengan tiga tingkatan seperti; fungsi manajemen kelembagaan menghasilkan intervensi, yang pada gilirannya menghasilkan hasil (Bliss & Breen, 2008). Mencapai hasil keselamatan jalan adalah kegiatan multi-disiplin yang terjadi dalam konteks multi-sektoral yang kompleks (ERSO, 2006). Kegiatan multi-sektoral memberikan peluang baik untuk pendekatan menyeluruh sistem holistik dan kemungkinan bahwa kepentingan keselamatan jalan akan terendam oleh kepentingan yang bersaing. 
        Ada tiga pilar utama menurut Al-Haji, (2007) dalam kerangka Road Safety Development Index (RSDI) yaitu: (1). Focus pada perilaku pengguna jalan; (2) Fokus pada Sistem (kendaraan yang lebih aman, jalan yang lebih aman, penegakan hukum, manajemen, dll); dan (3) fokus pada Produk yang dalam hal ini adalah tingkat kematian karena kecelakaan. Selain itu, RSDI juga menghubungkan praktik-praktik nasional utama keselamatan jalan satu sama lain dan dengan hasil akhir (angka kematian karena kecelakaan). Studi ini menyarankan daftar utama indikator kinerja yang akan diterapkan untuk menilai tingkat keselamatan jalan di suatu negara dan untuk bangunan RSDI. Pendekatan safe system dengan Lima Pilar Keselamatan tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011-2020 dengan Strategi Lima Pilar Keselamatan Jalan terpadu (gambar 1): (1) Road Safety Management (2) Safer Roads and Mobility (3) Safer Vehicles (4) Safer Road Users (5) Post-Crash Response.

[image: ]
Sumber: (Hakim, 2020)
Gambar 1 Lima Pilar Keselamatan

       Studi sebelumnya oleh Verma, Gupta, & Nath, (2017) menunjukkan bahwa masyarakat dan pengemudi masih belum mengetahui program Keselamatan Jalan dan untuk peningkatan ini manajemen keselamatan jalan menyoroti kurangnya kesadaran akan keselamatan jalan.         Sistem manajemen keselamatan jalan (Gambar 2), dapat dilihat sebagai tiga elemen yang saling terkait: fungsi manajemen kelembagaan, intervensi dan hasil (Bliss, 2004). Mengelola hasil keselamatan jalan membutuhkan integrasi dan respons yang bertanggung jawab terhadap elemen-elemen sistem ini.
[image: ]
Gambar 2 Model Sistem Road Safety Management (Bliss, 2004)

          Pedoman tersebut disamping memberikan pedoman bagi negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah dalam upaya menurunkan fatalitas korban kecelakaan Lalu Lintas juga disampaikan model Manajemen Keselamatan Jalan. Model tersebut diturunkan dari New Zealand Frame Work Land Transport Safety Authority, sedang New Zealand Frame Work diadopsi dari The European Transport Safety Council (Bliss & Breen, 2009). Dengan sendirinya penerapan di tiap negara harus disesuaikan dengan kondisi ketetanegaraan dan sosial budaya negara yang bersangkutan. 

B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif dan penjelasan secara deskriptif, karena ada suatu permasalahan atau isu yang harus dieksplorasi. Data berdasarkan observasi, studi literatur dan in-depth interviews dengan beberapa narasumber dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, melalui Subditkamsel Dit. Lantas dan Sie Audit dan Inspeksi Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pendekatan yang akan dipecahkan dalam studi ini yaitu bagaimana menyusun pedoman pengukuran keberhasilan rencana aksi (action plan) keselamatan khususnya Lalu Lintas dan angkutan jalan. Melalui teknik triangulasi ini, peneliti melakukan cross check data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya serta membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Semua data diperoleh dalam bentuk data primer dan sekunder. Dalam Penelitian ini penentuan informan dilakukan secara purposive atau pemilihan informan dilakukan dengan sengaja dengan kriteria tertentu sesuai dengan kapasitas dasar kompetensi yang dimiliki. 

C. Hasil dan Pembahasan
1. Pedoman berdasarkan Laporan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah bersama-sama menerbitkan laporan atau pedoman tentang pencegahan cedera Lalu Lintas jalan pada hari kesehatan dunia 2004, didedikasikan oleh WHO untuk peningkatan keamanan jalan global (Bliss & Breen, 2009). Publikasi laporan ini mengisyaratkan kekhawatiran yang berkembang di dunia tentang skala kerugian kesehatan yang terkait dengan meningkatnya motorisasi dan pengakuan yang mendesak langkah-langkah harus diambil untuk mengurangi secara berkelanjutan biaya ekonomi dan sosial. WHO dan Bank Dunia menerapkan rekomendasi bahwa laporan tersebut telah menjadi prioritas tinggi bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah. Pedoman ini penting untuk dijadikan acuan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam upaya untuk keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan, khususnya dalam penyusunan RUNK yang kemudian harus dijabarkan dalam rencana yang lebih rinci misalnya menyusun rencana aksi pada setiap provinsi. Pedoman ini telah memberikan pedoman rinci langkah demi langkah dalam melakukan peninjauan terhadap kemampuan manajemen keselamatan, khususnya dalam menentukan instansi yang koordinator dalam melakukan reformasi, memperkuat kelemahan-kelemahan praktek manajemen keselamatan, strategi investasi untuk safe system (Bliss & Breen, 2009). 
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013
Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 dijelaskan bahwa indikator kinerja berupa rasio fatalitas terhadap 10.000 kendaraan, Indonesia berhasil mencapai target penurunan sebesar 50% terhadap angka baseline tahun 2010 (meskipun angka absolut fatalitas kecelakaan Lalu Lintas masih stagnan)  (RI, 2013) (Gambar 3).
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Sumber: (Hakim, 2020)
Gambar 3 Ratio Fatalitas terhadap Jumlah Kendaraan 2011-2020

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pelaksanaan dan pengendalian Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Kementerian atau Lembaga (RAK K/L), Rencana Aksi Keselamatan Pemerintah Provinsi dan Rencana Aksi Keselamatan Pemerintah Kota, diatur pada pasal 12 sampai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP RI, 2017). 
[image: ]
Sumber: (Suripno, 2020)
Gambar 4 Materi Pokok tentang Keselamatan LLAJ


4. Pelaksanaan rencana aksi/aksi keselamatan 
Khususnya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah rencana aksi (action plan) keselamatan khususnya Lalu Lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hasl survey di Amerika Serikat, rata – rata penduduk di dunia mengeluarkan biaya untuk transportasi sebesar 19% dari kebutuhan rumah tangganya sehingga dapat disebutkan sebagai Participative Requirement atau factor pendukung utama dari terpenuhinya kebutuhan primer (Lumowa, 2020). Permasalahan Lalu Lintas, selalu berkaitan dengan dampak yang akan timbul jika Lalu Lintas tidak dikelola dengan baik, dari segi kemacetan, kecelakaan dan pelanggarannya. Lumowa menambahkan, bahwa faktor penyebab kemacetan Lalu Lintas dapat dilihat dari; (1) Demand lebih besar dari pada supply. Pertumbuhan panjang jalan (2% per tahun) tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan (10-15% per tahun); (2) Pembangunan yang tidak memperhatikan amdal lain, seperti pada pembangunan mall yang dekat persimpanga jalan; dan (3) Pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, misalnya trotoar yang digunakan utnuk jualan, berjualan pada badan jalan. 
Proyeksi Bank Dunia mengindikasikan bahwa kematian di jalan global akan meningkat lebih dari 65 persen antara tahun-tahun tersebut 2000 dan 2020, kecuali ada intervensi keselamatan intensif diimplementasikan, dengan tren ini bervariasi di seluruh dunia. Kematian diperkirakan meningkat lebih dari 80 persen di negara berpenghasilan rendah dan menengah, tetapi menurun hampir 30 persen di negara berpenghasilan tinggi negara (Kopits & Cropper, 2003). Laporan Bank Dunia juga menyoroti keselamatan jalan sebagai isu keadilan sosial. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah sudah menanggung sekitar 90 persen dari beban kematian jalan saat ini dan cedera dan mereka akan mengalami pertumbuhan terbesar dalam tingkat korban selama beberapa dekade mendatang (Bliss & Breen, 2009). Lebih khusus lagi, Mathers & Loncar, (2005) menjelaskan secara global kematian di jalan diproyeksikan menjadi penyebab utama kerugian kesehatan untuk anak-anak (usia 5-14) pada tahun 2015, dan penyebab kedua untuk pria pada tahun 2030. 
          Keselamatan jalan terbaik di Asia Tenggara, sebagai visi pemerintah Indonesia melalui Penguatan Koordinasi dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi. Namun, kinerja penyelenggaraan keselamatan jalan Indonesia masih berada di urutan ke sembilan dari sepuluh negara ASEAN. Untuk koordinasi dan manajemen, Indonesia berada di urutan terakhir dari 10 negara Asia Tenggara (ADB, 2004). Maka, diperlukan pengembangan sistem IT (keniscayaan dan sufficent condition), guna mendukung Road Safety juga diperlukan Big Data melalui Integrasi Pilar (holistik) dan menjadi One Gate Service.
Posisi Indonesia di antara sepuluh negara ASEAN, khususnya untuk Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan berada pada posisi kesepuluh atau paling rendah, yang artinya dibawah Laos dan Kamboja dengan jumlah penduduk terbanyak dan jumlah kecelakaaan juga terbanyak. Posisi Indonesia di antara sepuluh negara ASEAN, khususnya untuk Kordinasi dan Manajemen berada pada posisi kesepuluh atau paling rendah, yang artinya masih dibawah Laos dan Kamboja dengan jumlah penduduk terbanyak dan jumlah kecelakaaan juga terbanyak. Posisi Indonesia di antara sepuluh negara ASEAN, khususnya untuk Sistem Pendataan Kecelakaan berada pada posisi ketujuh, masih diatas Thailand, Brunei dan Philipina serta sejajar dengan Laos. Tercatat sistem pendataan kecelakaan di Indonesia masih sangat tertinggal dibanding dari Singapura dan Malaysia. Posisi Indonesia di antara sepuluh negara ASEAN, khususnya untuk Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor berada pada posisi kesembilan, masih diatas Philipina, Laos dan Kamboja. Tercatat Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor di Indonesia masih sangat tertinggal dibanding dari Singapura, Myanmar, Brunei dan Thailand. Kelaikan jalan tersebut juga sangat mempengaruhi jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan.
            Sasaran jangka panjang adalah bersifat kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan dan penurunan rasio kecelakaan per 100.000 populasi pada tahun 2039 (20 tahun) (Suripno, 2020). Melalui sasaran jangka panjang pertama, dengan turunnya fatalitas korban kecelakaan 70 persen tahun 2039 berdasarkan basis data tahun 2018 yang diukur berdasarkan tingkat fatalitas per 10.000 kendaraan atau disebut indeks fatalitas setiap 10.000 kendaraan. Pada tahun 2039, indeks fatalitas diukur sebesar 0,63. Melalui sasaran jangka panjang kedua, menurunkan jumlah kecelakaan akan didekati dengan nilai rasio kecelakaan per 100.000 populasi, dengan target menurunkan sebesar 50% dari rasio kecelakaan pada tahun 2018 sebesar 41,15 menjadi 20,58 pada tahun 2039. Melalui Pilar 1 – 5 dengan masing – masing program dan kegiatannya, dari input, output maupun intermediate outcome diharapkan didapatkan outcome, yaitu Penurunan Tingkat Fatalitas (70%) dan  Rasio Kejadian Kecelakaan (50%).
5. Inventarisir Lokasi Rawan Laka Lantas Metro Jaya
Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019, khususnya Jakarta Pusat selama tahun 2019 paling banyak titik lokasi rawan pada 15 lokasi, yaitu di Jl. Letjen Suprapto, Jl. Benyamin Sueb, Jl. KH Fachrudin, Cideng Barat, Kramat Raya, Gunung Sahari, Jl. Garuda, Jl. MH. Thamrin, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Mangga Dua, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Salemba Raya, Jl. Senen Raya, Jl. HOS Cokroaminoto, Jl. Abdul Muis. Korlantas Polri pada 2019 menjelaskan bahwa terjadi kecelakaan Lalu Lintas karena faktor manusia yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi dengan korban sebanyak 61%. Sebanyak 30% diakibatkan faktor prasarana dan lingkungan. Sedangkan diakibatkan faktor kendaraan, yang terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan, sebanyak 9%.  Korlantas Polri pada 2019, menginformasikan bahwa data fatalitas kecelakaan Lalu Lintas tahun 2019, Triwulan IV, untuk korban laka lantas sebanyak 461 jiwa dan jumlah meninggal adalah, 140 jiwa atau sebesar 30%. Dari jumlah korban laka tersebut, 25,4% adalah usia remaja usia produktif (15-19 tahun), juga 77% korban meninggal merupakan usia produktif/pencari nafkah -> meningkatkan kemiskinan. 
        Pada periode 2018 – 2019, Ditlantas Polda Metro Jaya menginformasikan perbandingan kejadian laka lantas terjadi kenaikan sekitar 50%, sedangkan tingkat fatalitas korban meninggal dunia terjadi penurunan sekitar 1% (Lumowa, 2020). Januari s.d April 2020, Ditlantas Polda Metro Jaya menginformasikan data laka lantas yang melibatkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi, data laka lantas mencatat dengan 264 kendaraan pribadi, terdiri 17 korban jiwa meninggal dunia, 19 korban luka berat dan 175 korban luka ringan. Sedangkan untuk kendaraan umum, data laka lantas adalah 41 kendaraan terdiri 2 korban jiwa meninggal dunia, 2 korban luka berat dan 2 korban luka ringan. Indeks rata-rata angka kecelakaan di Indonesia per 10.000 kendaraan sebesar Kondisi jalan di jalan-jalan local seperti jalan provinsi, kabupaten dan kota mengakibatkan 725 kecelakaan. Data Bappenas menunjukkan kerugian finansial sampai Rp. 217 Triliun per tahun. 
        Pendapat lainnya mencatat, berdasarkan estmasi dan prediksi dari 166 negara, bahwa kerugian ekonomi Indonesia akibat kecelakaan Lalu Lintas: Rp. 328 Triliun per tahun (Chen, et al., 2019). Mereka menambahkan, meskipun negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki beban kesehatan terbesar, bagian mereka dari beban ekonomi cedera jalan hanya 46,4% dari kerugian global, yang sebagian mencerminkan produktivitas yang lebih tinggi (dan pendapatan) di negara-negara berpenghasilan tinggi, tetapi juga biaya perawatan yang jauh lebih tinggi. Temuan juga menunjukkan bahwa biaya perawatan menyumbang proporsi lebih besar dari beban ekonomi di negara-negara berpenghasilan tinggi daripada di negara-negara berpenghasilan rendah.
Beberapa Program Prioritas Ditlantas Polda Metro Jaya antara lain (Lumowa, 2020); (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas; (2) Kemitraan Instansi Terkait; (3) Edukasi Road Safety; (4) Program Pendidikan Lalu Lintas Masuk Kurikulum Sekolah; (5) Sekolah Mengemudi; (6) Perbanyak CCTV; dan (7) Pelayanan dan Keselamatan Arus Mudik. Melalui bidang pelayanan, Ditlantas merencanakan SIM online, Smart SIM, e-Samsat dan BPKB Online dan dalam bidang informasi dan media center, sudah dan akan bekerjasama terus dengan media TV dan radio swasta. Khusus bidang penegakan hukum, dilakukan speed management melalui peggunaan speed gun dan e-tilang, secara online dengan secara online menggunakan mesin EDC.
       Melalui sie audit dan inspeksi Polda Metro Jaya, yang mempunyai tujuan; memberikan gambaran utnuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Untuk mewujudkan terciptanya suatu kondisi yang aman, lancar dan berkeselamatan dalam berLalu Lintas. Polda Metro Jaya, melaksanakan tugas audit, inspeksi di bidang keamanan, keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan. Juga melakukan pemantauan pendataan, dokumentasi kegiatan dan melaporan hasil kegiatan. Program Subditkamsel Polda Metro Jaya pada 2018 – 2020, telah melaksanakan inspeksi dengan diberikannya rekomendasi blackspot laka lantas di wilayah DKI Jakarta. Data hasil survey Subditkamsel Polda Metro Jaya untuk lokasi blackspot tersebut sangat membantu dalam kerja sama dengan Dinas Perhubungan, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan, program Subditkamsel Polda Metro Jaya pada 2018 – 2020, telah melaksanakan inspeksi dengan diberikannya rekomendasi data jalan berlubang di wilayah DKI Jakarta.  
6. Program Keselamatan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Program Keselamatan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kedepannya akan dapat direncanakan Program Tetap Keselamatan seperti; (1) dilakukan Inventarisir Lokasi Rawan Kecelakaan terutama pada lokasi rawan laka lantas dan rencana pembangunan sarpras Lalu Lintas di lokasi rawan laka lantas. (2) Melakukan sosialisasi tertib berLalu Lintas terhadap pengemudi angkutan umum, pendidikan dan pelatihan pengemudi; (3) Melakukan sosilaisasi keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan melakukan kerjasama dalam rangka membangun Zona Selamat Sekolah dan membuat rencana kebutuhan sarpras di sekolah-sekolah; (4) Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan keselamatan dan teknik sarana serta pengujian kendaraan bermotor dan (5) Melakukan kegiatan pembinaan teknis bengkel karoseri kendaraan bermotor dengan melakukan pengawasan terhadap hasil produksi bengkel karoseri kendaraan bermotor.
Sesuai dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009, bahwa Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  wajib  memberikan  layanan  dan  kemudahan  serta menjamin terselenggaranya pendidikan   dan   pelatihan   bagi   tenaga mekanik  dan  pengemudi, (UU RI, 2009a), maka diharapkan  peran  aktif  dari pemerintah,  baik pusat dan daerah  melalui  Dinas  Perhubungan  bersama - sama  dengan  stake  holder  lainnya mendorong  terlaksananya  kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan angkutan umum dan keselamatan di jalan tersebut. 
Adapun Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Kota, dan merupakan upaya bersama, Pemerintah, Operator Bus (PO) juga pengemudi untuk  meningkatkan Keselamatan di jalan dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pengguna jasa bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) / Antar Kota Dalam Provinsi  (AKDP), Angkutan Perkotaan / Angkutan Pedesaan, Taksi, Bus Pariwisata, Bus Rapid Transit, Antar Batas Lintas Negara (ALBN), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP). Pembinaan  motivasi  kepada  para  pengemudi  angkutan  penumpang  umum  dan barang dapat dilakukan dengan cara memberi pengakuan dan penghargaan terhadap profesinya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasal 208 yaitu, upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan  keselamatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  dilakukan melalui pemberian penghargaan  terhadap  tindakan keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan (UU RI, 2009a). 
Sangat diperlukan perilaku arif dan bijak dari setiap individu pengemudi, khususnya terkait kegiatan Pemilihan Awak  Kendaraan  Umum  Teladan  (Abdi Yasa Teladan) / Abdi Yasa  adalah  pihak  Pemerintah (Kementerian Perhubungan RI, Korps Lalu Lintas Polri, PT. Jasa Raharja, dll), para operator (Perusahaan Angkutan Umum Penumpang dan Perusahaan  Angkutan Barang) dan para pengemudi (Awak). Perilaku arif dan bijak tersebut dapat diwujudkan bila setiap individu, memiliki kemampuan yang memadai dan memahami aturan atau etika umum yang berlaku. Penyelenggaraan kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk tercapainya tingkat pemahaman dimaksud. Output perilaku arif dan bijak tersebut antara lain adalah ketika berada di jalan raya selalu bertoleransi, saling menghargai, berwaspada, berdisiplin, bertanggung jawab dan sabar menghadapi setiap kejadian di sekitar kita dalam situasi dan kondisi seperti apapun.
Lomba Abdi Yasa Teladan sudah dilakukan pada 2018 dan 2019 merupakan acara tahunan yang diinisiasi Kementerian Perhubungan untuk memilih operator dan awak angkutan umum terbaik se-Indonesia, baik sopir angkutan dalam kota, sopir AKAP, AKDP, taksi, hingga pengemudi mobil travel. Seleksi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Materi yang diujikan meliputi pengetahuan Lalu Lintas dan angkutan jalan, sikap dan perilaku, kepemimpinan dan kedisiplinan, serta kejujuran dan keteladanan dalam mengemudi. Lomba tersebut bertujuan, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan kualitas pelayanan pengemudi angkutan umum (Billy, 2018). Tujuan utamanya, memilih operator dan awak angkutan umum terbaik seluruh Indonesia, baik itu sopir angkutan dalam kota, sopir AKAP (antarkota antarprovinsi), AKDP (antarkota dalam provinsi), taksi, hingga pengemudi kendaraan travel. Seleksi dilakukan bertahap dari tingkat kota, provinsi, dan nasional (Tempo.co, 2019b). Tahun 2019, terpilih 35 peserta mewakili 27 provinsi. Lima provinsi yang tidak ikut serta, yakni Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Sebagai gantinya Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali mengirim lebih dari satu peserta karena daerah-daerah tersebut memiliki perusahaan transportasi yang cukup banyak.
Beberapa pertanyaan saat diadakan lomba Abdi Yasa Telad diantaranya yaitu (Tempo.co, 2019a); (1) Defensive driving yaitu, mencakup sikap seorang pengemudi menghadapi situasi Lalu Lintas di jalan. Artinya, pengemudi mampu menahan diri melihat perilaku pengguna jalan lain yang melanggar marka jalan dan tidak terpengaruh; (2) Tentang tanggap darurat saat kecelakaan; (3) Aturan Lalu Lintas; (4) Penanganan saat kecelakaan; (5) Pengetahuan umum terkait pariwisata; (6) Tentang dampak buruk kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitasnya, yaitu; kecelakaan, kemacetan, korban jiwa, dan merusak lingkungan seperti sarana dan prasarana Lalu Lintas jalan.

7. Perumusan Aksi Keselamatan Lalu Lintas
Koordinasi Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI, dengan melanjutkan beberapa program kerjasama antara lain:
a. Inventarisir Lokasi Rawan Kecelakaan terutama pada lokasi rawan laka lantas dan rencana pembangunan sarpras Lalu Lintas di lokasi rawan laka lantas; 
b. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ketertiban berLalu Lintas dan angkutan terhadap pengemudi angkutan umum, instruktur pendidikan dan pelatihan pengemudi dan para pemakai jalan lainnya; 
c. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan melakukan kerjasama dalam rangka membangun Zona Selamat Sekolah dan membuat rencana kebutuhan sarpras di sekolah-sekolah; 
d. Menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan keselamatan dan teknik sarana serta pengujian kendaraan bermotor; 
e. Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis bengkel karoseri kendaraan bermotor dengan melakukan pengawasan terhadap hasil produksi bengkel karoseri kendaraan bermotor;
f. Berdasarkan Program Keselamatan dari Kementerian Perhubungan, diadakan pemilihan Awak  Kendaraan  Umum  Teladan  (Abdi Yasa Teladan) / Abdi Yasa;
g. Melaksanakan Program Prioritas Ditlantas Polda Metro Jaya antara lain: (1) Kawasan Tertib Lalu Lintas; (2) Kemitraan Instansi Terkait; (3) Edukasi Road Safety; (4) Program Pendidikan Lalu Lintas Masuk Kurikulum Sekolah; (5) Sekolah Mengemudi; (6) Perbanyak CCTV; dan (7) Pelayanan dan Keselamatan Arus Mudik; 
h. Melalui bidang pelayanan, Ditlantas merencanakan SIM online, Smart SIM, e-Samsat dan BPKB Online;
i. Bidang informasi dan media center, sudah dan akan bekerjasama terus dengan media TV dan radio swasta,
j. Bidang penegakan hukum, dilakukan speed management melalui peggunaan speed gun dan e-tilang, secara online dengan secara daring menggunakan mesin EDC;
k. Sie audit dan inspeksi Polda Metro Jaya, melaksanakan tugas audit, inspeksi di bidang keamanan, keselamatan berrLalu Lintas dijalan raya;
l. Melakukan pemantauan pendataan, dokumentasi kegiatan dan melaporan hasil kegiatan.

D. Simpulan
Proyeksi Bank Dunia mengindikasikan bahwa kematian di jalan global akan meningkat lebih dari 65 persen antara tahun-tahun tersebut 2000 dan 2020. Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 dijelaskan bahwa indikator kinerja berupa rasio fatalitas terhadap 10.000 kendaraan, Indonesia berhasil mencapai target penurunan. Peraturan Pemerintah (PP) 2017 melaksanakan dan pengendalian Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Kementerian/Lembaga (RAK K/L), Rencana Aksi Keselamatan Pemerintah Provinsi dan Rencana Aksi Keselamatan Pemerintah Kota. Posisi Indonesia di antara sepuluh negara ASEAN, khususnya untuk Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan berada pada posisi kesepuluh atau paling rendah.  Melalui Pilar 1 – 5 dengan masing – masing program dan kegiatannya, dari input, output maupun intermediate outcome diharapkan didapatkan outcome, yaitu penurunan tingkat fatalitas (70%) dan  rasio kejadian kecelakaan (50%). Perumusan aksi keselamatan jalan dan angkutan dengan koordinasi Kementerian Perhubungan, Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI, melanjutkan beberapa program kerjasama diantaranya diharapkan tetap melakukan Lomba Abdi Yasa Teladan setiap tahun.
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